BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG
MU AMALAE: MENURUT ULAMA. DI - JAWA. -FIMUR

Setelah diuraiksen di atas beb demi bab, maka
sampailah pada pembahasan mengenai hasil pemikiran be-

berapa masalah hukum Islam oleh ulame 4i.-Jawa_Timur,

Sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab di
atas, bahwa ulama di Jawa Timur selalu aktif membahas
masalah-masalah hukum Islam yang di dalamnya dibahas
tentang masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan
mesyarakat. Kajian hukum Islem ini disdakan dengan sa-
ngat selektif sekali, ysitu melalui pendekatan interde-
sipliner sesuai dengen masalah-masalah yang dibutuhkan.
Sebagai akibat dari perkembangan kehidupan manusia,
perubahan sosiasl dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tek-
nologi (IPTEK) untuk memperoleh pemahaman yang tepat
guna sebagai dasar (lendasan) kerangka berpikir untuk
mencetak hukum serelatif mungkin delam memberi keputus-

an hukum pada tingkat kebenaran.

Perubshan yang diakibatkan oleh kemajuan zaman
akan menuntut para ulama lebih terbuka dalem meneliti
masaleh-mesalah secara seksama, harus ditinjeu dari se-
gi terkait, karena keadean semekin modern,maks landesan
berpikirnya pun harus lebih kompleks, karena realita

yang dihadapi oleh ulama dahulu (baca:salaf) tidak sama
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dengan realita yang dihadepi oleh ulama sekarang, . mska
landasan berpikirnya pun antera ulame dahulu dengan ula
ma sekarang tentu berbeda, berbagai peralatan dan disip
lin ilmu yang dapat dipergunsken (baca: miliki) oleh
ulama sekarang, tentu tidek pernah dimiliki oleh ulams
terdehulu untuk meneliti suatu masalsh melalui para ah-
linya. Peralatan yang serba modern akan menuntut para

ulame kita untuk lebih maju dalam landasan berpikirnya.

Maka dari itu, meskipun tidek berfungsi sebagai
penentu hukum, akan tetapl setidaknya akan : _membantu,
ddlam menghadapi realita perkembangan zaman yasng meng -
arsh pada perubahan ketentuan hukum sesusi dengan si -
tuasi dan kondisinya. Keadaan dan cara seperti ini
sudah dipergunaskan oleh ulama di Indonesia (bsca: Jawa
Timur), terbukti mereka dalam membahss suatu masalah
tidak memandang dari satu sisi, akan tetapi mereka me-
mandeng dari berbagai sisi, lebih-lebih masalsh itu

yang berkaitan langsung dengan mesnusia itu sendiri.

Hasil-hasil pemikirsn para ulama tentang  hukum
Islam ini sudsh banyak dimanfaatkan oleh stratifikasi
(baca: lapisan) masyarakat Islam di Indonesia, mulei dg

ri masaleh aqidah, ibadah, mu'amalsh dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya, disini akan disajikean ten-
tang gambaran pemikiran ulama Jawa Timur yang berkaitan
dengen maesalah-masalah ijtihadiysh (mu'emalah) yang ma-

na mereka mewekili dari mssing-masing organisasi yang



€4
diikuti, Seperti. masalah-masalah’ aktial.yang masih’-"di
perdebatkan oleh kalangan ulama, misalnya tentang reak-

tualisasi, zakat profesi den bank mu'amalat.

A. Resktualisasi

Sekarang ini pembicarsan tentang reaktualisasi

ajaran Islam sangat populer di kalangan umma t Islam,
khususnya di kalangan para cendekiawan muslim, sebab
istilah ini dianggap lebih tepat di: dalam memacu ke-

bangkitan Islam.

Reaktualisasi ditinjsu dari segi bahasa Dberasal
dari bahasa Inggris, yaitu actual yang artinya present
existing (keberadaan yang ada sekarang). Actual yang
berarti baru, hangat dan menurut saatnya (Fehmi, 1991:

62-121).

Dari pengertian ini, maka reaktualisasi berarti
membuat hangat kembali atau membuat kembali bentuk se-
suatu dengan situasinya. Oleh karena itu reaktualisasi
ajaran Islam berarti mengkaji ulang pemahaman dan peng-
amalan ajaran Islam agar sesusi dengan perubahan dan
perkembangan peradaban yang berlaku disesuatu daerah
dalam waktu tertentu. Dalam behasa Arab dikemukakan de-
ngan istileh syadun thoriyyun (baca: sesuatu yasng :@ se-

suai dengan situasi yang berlaku).

Untuk lebih jelasnys, berikut ini penulis petik
dari berbagai komentar para ulama Jawa Timur mengenai

masaleah reaktualisasi ini; antara lain:
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3. Di Kalangen Ulama Muhammadiyah

Adanys gagasan Munawir Sjadzali tentang reaktua-
lisasi ajaran Islam yang disampaikan beliau delem ber -
bagai kesempatan telah menggugah para ulama fiqgh Indo -
nesia (dan juga luar Indonesia) untuk msmpahas dan ber-
pikir lagi tentang figh. Sebagai:-salsh satu contoh
bentuk reaktualisasi dalam hukum kewarisan ialah ke-
mungkinen dijadikannya hek anek laki-laki sama dengan
hak anak perempusn dalam menerimas warisan ayahnya

(Kuslan, 1993:34).

Kasus kewarissn cucu yang ayahnya telsah mati
lebih dulu terhadap harta warisan si kakek, hal tersen=-
but muncul dalam pembicarasan pada seminsr hukum Nasio -
nal I yang diasdaken di Jakarta tahun 1963. Dalam figh
Ahlus Sunnah bahkan juga delam figh aliran Syi'eh di
tetapkan bahwa anak leki-laki menghijab cucu laki -1laki
dan perempuan, baik anak itu ayah sendiri dari -::l.cucu
atau tidak. Oleh karena itu cucu yeng ayahnya meninggal
lebih dulu, meskipun sangat berjasa dalam mengurus ka -
keknya tetap tidak mendapat warisan dari kakeknya itu
karene adas ansk kakek itu yang masih hidup yang menutup
nya, meskipun si anak yang menghijab itu tidak  pernsh
berbuat jasa dalam mengurus ayashnya. Hal ini dirasakan
oleh semua pihak sebagai tidek edil (Kuslan, 1993: 31 -
32).
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m seminar tersebut, Praf. Mahmud ¥unus dan

Yahya Umar tetap pada pendiriannya sebagai -

mana terdapat dalam kitab-kitab fiqh bahwa cucu terse -

but tertutup oleh anak laki-laki yang masih ~ii: . hidup

(Kuslan, 19

93:32).

Firman Allah dalam surat An-Nisa',. 4 s 33

Artinya :
Bagi
ditingg

by ANl Yslinr

tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
alkan ibu bapak den karid kerabat, kami jadl

kan pewaris-pewarisnya (Depag RI., 1992:122)..

Tentang "mawali" diartikan oleh kedua ehli figh

tersebut dengan ahli waris, yang oleh karenanya ayat

ini tidak dapat menolong naesib cucu yang terhijab itu

dan tidsk mungkin mengadakan reinterpretasi terhadap

ayat itu. Dari setiap pembahasan sampai pada suatu ke -

simpulen bahwa pada prinsipnya reaktualisasi dapat di

terima selame tidak bertentangan dengan dalil sharih

dan qath'i dalam Al-qur'an dan Hadits mutawatir (Kuslan,

1993:32-35)

Dalam seminar reaktualisasi hukum Islam yang di

selenggarakan oleh Fakultas Hukum UNAIR pads tanggael 28

Desember 1995, Dr.HhHasyim Manan,MA menyatakan bahwa
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dalam upaya mengangkat hukum Islam sebagai pranata so-
sial, maka reaktualisasi hukum Islam merupakan suatu
keharusan, supaya hukum Islam benar-benar lending ter -

hgdap umatnya. Proses itu akan berlanjut karens desakan
masyarakat dan kesadaran umat Islam akan dalamnya ju-
rang pemisah yang ditemukan ssat ini antara kenyataan

dalam hukum Islam dengan perkembangan arus sejarah umat

manusia .. -

2. Di Kelangan Uilema N.U

Bapak H.Munawir Sjadzali pada wektu beliau seba-
gai Menteri Agema RI dalam Kabinet Pembangunen IV telah
pula mengambil bagian dalam upaya mencari bentuk "pem -
baruan" hukum Islam yang akan diterapkan di negeri ini.
Gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang beligu lontar -
kan memang sempat membuat para ulama dan para peminat
hukum Islam menjadi ekstra repot. Mengapa tidsk, pada-
hal gagasan yang belisu lontarkan itu menyangkut lang -
sung dengan hal-hal yang selame ini dianggap <. "sangat
prinsip dalem keyakinan umat Islam. Hal itulah yang:-mem
buat para ulama dan peminat hukum Islam harus mengkaji
kembali secara serius masalah-masalah figh dan ushul
figh sebagai metodologinya (wawancara dengan ~KH. Imron

Hamzah, 25 Juli 1995).

Dari segi ini, secara jujur pemikiran hukum Is -

lam yang telah sempat terserap dan menjadi mapan di ka-
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langan para ulama pada umumnya dan sebagian para pakar
hukum Islam di .Indonesia, belum siap menerima konsep
reaktualisasi hukum Islam yang bapak Munawir = Sjadzali
tawarkan. Dari kenyataan itu, menurut pengamatan ro'is
Syuriyah NU Jawa Timur adaelah semangat pembaharuan meng
hidupken kembali kajian-kajian keagamaan yang ditimbul-
kan oleh gagasan-gagasan bapak Munawir Sjadzali, lebih
besar pengaruhnya dan lebih dapat diterims oleh masya =
rakat Iﬁdonesia dibandingkan dengan konsep pembaruan
hukum Islam Indonesia yang beliau tawarkan yang disebut
terakhir ini, yaitu konsep pembaruan hukum Islam yang
beliau lontarkan. Para ulama pada umumnya dan sebagian
para ahli hukum Islam di negeri ini kenyataannya masih
dianggap sebagai gawl-un syadz-un (wawancara dengan KH.

Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

Kalau kita teliti dan perhatiken, intisari dari
gerakan ide-ide mereka adalah menyesuaikan hukum -hukum
Islam dengan perkembangan reslitas masyarakat. Ini di
karenakan mereka percaya bahwa realitas masyerakat yang
menurut mereka adalah kehendak masyarakat itu sendiri.
Munawir Sjadzeli menilai sikap orang-oreng Islam terse-
but tempsknya tidek percaya kepada keadilan :-fara'id.
Lebih dari itu ada satu hal yang dilupakan oleh Munawir
Sjadzali, yakni upaya memehemi keadilan hukum Allsh Swt
dalam pembagian waris antara anask leki-laki dengan pe-

rempuan dua banding satu dalam QS.An-Nisa', 4:11 dan
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QS+ An-Nisa', 4:176. Nampaknye ia terlalu bersemangat
untuk menghapus hukum Allsh tersebut karena sesungguh =
nya ia merasa tidek sreg. Ia merasa hukum itu tidek
adil. Bahkan saking semangatnya, ia tak mau memperhati-
kan hukum fara'id secasra keseluruhan (wawencara dengan

KH.Imron Hamzsh, 25 Juli 1995).

Sebagaimana diuraiken di atas, gagasen reaktuali
sasi antara lain disebabkan oleh sikap mendua masyara -
kat, termasuk sebagian ulama, yang peda hakikatnya me -
nurut Munawir adaleh ketidak percayaesn masyarakat kepe-
da keadilan hukum waris Islam dalem fara'id. Dan pelu -
rusan sikap menyimpang tersebut menurut Munawir adalah
dengan penyesugian hukum Islem, meskipun nashnya qath'i
yakni QS. An-Nisa', 4:11, dengan realitas rasa keadilan
masysreket Indonesia yang mempunyail budaya dan struktur
sosisl yang khusus. Hukum pembagian waris untuk anak
laki-laki yeng besarnya dua kali lipat dari anak perem-
puen toh bise diubah menjadi pembagian sama rata tampa
membedakan jenis kelamin (wawancara dengan KH. Imron

Hamzah, 25 Juli 1995).

Yang seharusnye dipahami adalah fekta, bahwa ke-
hidupan manusia di delam masyarakat yang rusak semacam
ini pasti tidak ekan sesuei dengan hukum Islam. Dalam
menghadapi kasus semacam ini yang harus dilakuken ada-
lah mengubah keadaan masyarskat agsr sesuai dengan huk-

um-hukum Islam, bukan hukum Islem yang diubah dan di
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sesuaikan dengan keadaan masyarakat (wawancara dengan

KH. Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

3. Di Kalangan Ulama Al-Trsyad Al-Islamiyyah

Reaktuslisasi menurut ketua Pengurus Wilaysh
Al-Irsyad Al-Islamiyyeh Jawa Timur adalah termasuk sa-
lah satu karakter ajaran Islam. Sebab dengan demikian
ajaran Islem tetap aktual. Kecenderungan ajaran Islam
untuk dilakukan reaktualisasi adelah sesuai dengan
eksistensi ajaran Islam itu sendiri, dimena ajaran Is =
lam ada yeng berdasarkan dalil-delil qath'i den ada
yang berdasarken dalil-delil dhanni, ada yang bersifat
aturan terperinci dan permanen dalam masalah yang
bersifat ta'abudi, dan ada yang bersifat aturan yang
mengandung prinsip-prinsip umum dengan memberikan  ke-
sempatan kepade manusia untuk mengembangkan atau menye-
suaikan dengan situasi dan kondisi. Reaktualisasi ter -
sebut sejak zaman Umar bin Khattab telah dirintis dan
hal ini berjalsn dari generasi ke, generasi, baik secara
jndividual maupun secara kolektif, baik bersifat resmi
kenegaraan maupun bersifat kelembagaan yeng hidup di
masyaraket (wawancars dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 28

juli 1995).

Reaktualisasi hukum Islam dalam kaitan dengan
Kompilasi Hukum Islem itu, menurut bapak Munswir ada

beberape permasalahan yang memerlukan pembahasan di
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kalangan ulama. Di ‘antaranya tentang pembagian harta
warisan yang menurut teks Al-qur'an anak pria berhak
meperoleh dua kali pembagian anak wanita,. Ketentuan

dalam bunyi teks ayat itu memerlukan pembahasan lebih
lanjut tentang kemungkinannya dikaitkan dengan tugas
laki-lski dalam hal memberi nafkah. Artinya, relevansi
ketentuan teks ayat itu perlu dikaji lebih jauh dihadap
kan kepada masyarakat dimana soal tanggung jawab nafkah
menafkshi bukan lagi atau tidak hanya dipikul oleh pi -
hak laki-laki. Maka, demi keadilan yang merupakan salah
satu tujuan dari syasri'at Islam diturunkan, bagaimana
merumuskannya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedo-
man para hakim di Pengadilan Agama. Dan lein-lain lagi
permasalahan yang melatar belekangl gagasan beliau ten-
tang perlunya pemikiran-pemikiran reaktualisasi ajaran
Islam (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 28 Juli
1995).

Melihat hal-hal yang melatar belakangi gagasan -
gagasan beliau itu-yang menyentuh langsung kehidupan
sehari-hari umat Islam, sangat masuk akal bila gagasan
beliau itu mendapat perhatian serius dari berbagai ka -
langan., Namun, di samping ada yang senang dan repot be-
lajar kembali, tidak sedikit pula yang menjadi gemas
pada gagasan tersebut dan menilai beliau sebagai -- se=
orang figur yang telah mengada-ada terhadap kitab suci

Al-qur'an (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, -2 28
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Juli 1995).

Mungkin'timbul pertanyaan, spakah hukum waris
Islam itu dapat berubah karena perubahan struktur  so-
sial ? kalau kita amati secara seksama, ternyata memang
demikian bashkan hukum* waris Islam itu, sekurang-kurang
nye dalam pelaksanaannya, bukan hanya dapat'berubah ka-
rena struktnr sosiasl, tetapi karena sebab yang lebih
kecil yaitu struktur keluarge. Adanya konsep 'awl dalam
sistem waris keum Sunni adalah bukti bahwa pelaksanean
hukum waris Islam itu dapat berubeh karena perubahan
struktur keluarge.(wawencara dengan Ust.H.Djadid Lehdji,

28 Juli 1995).

i. Di Kalengsn Ulema Persis

Sebenarnys pemikiran rektualisasi tidek terbeatas-
terjadi di sekitar waris. Justru yang terbanyak terjasdi
dalam bidang hukum keluarga khususnyae perkawinan. Pemi-
kiran-pemikiran baru umumnya ditusngkan dalsm bentuk uu
sebagai salsh satu bentuk hukum literatur hukum Islam,
Pemikiren-pemikiran baru tentang hukum Islam juga se -
ring dituengkan dalam fatwe-fetwa ulama den keputusan -
keputusan pengadilan agamas, sedangkan yang peling ja -
rang terjadi adalash yang ditusngkan dalam kitab - kitab
figh. Ini berarti bahwa dari segi dinamiks literatur
hukum Islam, maka figh adalah yang paling tidek dinamis.

(wawancara dengan Ust.Ghazi, 15 September 1995).
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Pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dituang -
kan dalem bentuk UU itu seringkali juga bertentangan
dengen apa yang tertuang dalam kitab-kitab figh sebagai
literatur hukum baku yang ada. Ada beberapa ...- masalsah
yeng telah dituangkan dalam berbagei hukum keluarga di
dunie Islam yang semuanya tidak tercantum atau bahkan
bertentangan dengan kitab-kitab fiqh yaitu, masalah
pembatasan umur minimel kewin. Di Indonesia menurut UU
Perkawinan No.1 tahun 1974 batas minimal itu adalah 19
tahun untuk laki-laki den 16 tahun untuk wanita, Dbatas
minimal umur ini tentunya tidek sesuai dengan kitab -
kitab figh, apalagi bagi wanita yang menurut contoh
Siti Aisyeh umur 9 tahun pun boleh dikawinken, Ini se-
mua hasil reaktuslisasi, tetapi sekarang sudsh @ tidak
menimbulkan reaksi lagi karena sudah dianggap wajar dan

diterima (wewancara dengan Ust.Ghazi, 15 September 1995).

Masalah poligami, hempir seluruh dunia Islam
sekarang sedang bergerak ke arah mempersempit terjedi -
nya poligami, Indonesia melakukan hal itu sejak tahun
1974, Semue ini adeleh upaya reaktualisasi hukum Islam
yeng mapan delam kitab-kitab figh selama ini tentang
poligami yang begitu mudah memberikan izin poligami dan
karensnya terkadang disalahgunekan sehingga menjadi sum
ber kesengsaraan sebagai wanita. Usaha reasktualisasi
hukum Islam buken hanya hukum keluarga, perkewinaen dan
waris, tetapi telah terjadi dalam bidang-bidang lainnya

(wawencara dengan Ust.Ghazi, 15 September 1995).
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5. Di.:Kalangan Ulama M,U,I

Ajakan reaktualisasi ajaran Islam deri mantan
Menteri Agama itu dilatar belakangi oleh tekad pemerin-
tah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto untuk
membenshi segala segi penyelenggaraan hukum Islam untuk
umat Islam. Sudah banyesk langkash yang diambil untuk tu-
juan tersebut. Antara lain UU Nomor 14/1970 tenteng
ketentuan-ketentuan pokok kehakiman yang menyamakan ke-
dudukan empat badan peradilen di Indonesia, ialah umum,
militer, agama, dan tata usaha yang semuanys berada di
bawah naungan Mahkamah Agung. Dan kemudian dengan kelu-
arnya UU Nomor 11 Tehun 1985, maka jabatan Ketua Mahka-
msh Agung juga terbuka bagi para hakim agama (Zuhdi,
1994:3).

Tenggapan yang diberikan oleh ulama dan cendekia
wan Muslim terhadap ajakan reaktualisasi ajaran  Islam
dari Menteri Agama itu ade yang pro dan ada pula yang
kontra, dan itu adalah wajar di alam demokrasi dari ne-
gara Pancasila yang menjamin rakyatnya daelem hal kebe -
basan beragama dan kebebasan berpendapat. Bahkan hal
yang demikian itu menunjukkan adanya peningkatan kesa -
daran beragama dan kesadaran hukum umat Islam yang pa -
tut kita syukuri. Resktualisasi ajeran Islam yaitu
sesuai dengsn terminologi agama ialah tajdid, yang arti

nya pembaharuan (Zuhdi, 1994:4-5).
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Tetapi, ada keistimewaan dalam upaya reaktuali -
sasi hukum Islam dalam usaha kompilesi den kodifikasi
(penulisan) syasri'at Islam mengenail perkawinan, kewari-
san dan perwakafen itu. iakni akan diusahaken  mencari
jawaban positif stas pertanyaan: "Apakah mungkin atau
diperbolehkan melakuken modifikasi atau penyesuaian ter
hadap ketentuan-ketentuan yang telah dengan jelas diga-
riskan oleh Al-gur'sn itu ?". (wawancara dengan Prof.Drs.

H.Masjfuk Zuhdi, 7 Agustus 1995).

Pertanyaan ini timbul kerena menurut Menteri Aga
ma dalam prakteknya (kenyataan), telah meluasnya pe-
nyimpangan dari faraid oleh masyarakat kita. Memang
akan jauh lebih mudsh kalau buku tentang kewarisan 1itu
kita susun sesuei dengan faraid. Tetapi dengan adanya
realitas tersebut di ates. Kaleu Jjalan itu yang kita
tempuh, kite patut sangsi bahwa buku tersebut akan mem-
punyai arti praktis sebagail rujukan para hakim agama".
Dari uresian Munawir Sjadzali di atas, jelas bahwa .be .-
liau tidek melihat kemungkinan adanya penyimpangan dari
ketentuan-ketentuan Al-qur'en yang diizinkan Allah SWT
dan yang dilarang-Nye (wawancara dengan Prof.Drs. H.

Masjfuk Zuhdi, T Agustus 1995).

Segala penyimpangan dari nash Al-qur'an, dari
faraid dienggap sebagai terlarang, haram. Hanya saja
demi keadilan dan setu-satunya kriterium (tolok ukur)

bagi keadilan itu bagi Munawir Sjadzali rupanya adalah
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praktek, kebiasaan atau kenyatasan adenya penyimpangan
dari faraid yang banyak dilakukan kaum Muslimin memberi
kesempatan kepada penguasa, hekim atau pembuat undang -
undang mensahkan, membenarkan penyimpangen itu. Yang
khusus ditonjolkan oleh Munawir adalah "penyimpangan"
dari surat An-Nisa', 4:11 yang menetapkan siapa saja
yang berhak atas harta warisan yaeng ditinggalkan sese -
orang dan berapas bagiannya. Antare lain ditetapkan, bah
wa anak laki-laki mendapat dua kali bagian anek perem -
puen (wawancara dengan prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, 7 Agus
tus 1995).

Setelah memberitakan berbagal macam penyimpangan
dari faraid yeng dasarnya adalah QS.An-Nisa', 4:11 tadi,
antara lain dengan menghibahkan harta kekayaan . -sese -
orang kepada anak-anaknya sama rate antars yang laki -
laki maupun wanita, sebelum dia meninggalkan dunia yang
fana ini atau dengan meninggalken wasiat wajib. Dari
ureian di atas jelas, bahwa bukan saya (Masjfuk 2Zuhdi)
yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang di
tentukan oleh Al-qur'an itu tidak adil, tetapi justeru
saya (Masjfuk Zuhdi) menyoroti sikap masyarakat yang
tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum fa -
raid (wawancara dengan pProf.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, 7 Agus

tus 1995) .

Dari uraien di atas, maka upaya & - Peaktualisasi

merupakan kesepakatan dari pemikiran plamay:-ia. diminta
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pandangannyas Maka MUI melihat reaktualisasi buken se -
sustu yang menyalahi hukum Islam. Sehingga MUI menerima
sebagai salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini mele-
takkan posisi hukum Islam itu, dari Al-qur'an dan Sunnsh
itu ysng diaktualisasikan dalam konteks kehidupan, se-
hingga selama reaktualisasi tidek bertentangan dengan
Al-qur'an dan Sunnah, maka MUIL tidak mempermasalahkan

hal itu (wewancara dengan Drs.H.Munawar Thohir, 5 Agus -

tus 1995).

B. Zakat Profesi

Istilah ini sebenarnya sudah banyak dikenal, te -
tapi memang belum memasyarakat. Zakat profesi itu adalsh
zakat atas penghesilan sebagai imbalan dari pekerjaan
atau jasa yang dilakukannye. Misalnya seorang karyawan
menerima gaji, upah, bonus, hadiah, insentif, atau seba-
gainya, Seorang dokter, pengacara, atau seorang akuntan
menerima honor, seorang perantara (pialang) menerima ko-
misi, dan lain-leinnya. Jadi zakat profesi adelah zakat
atas setiap penghasilan yang diterima oleh seseorang
yang merupakan imbalan atas kerja atau jasanya (Daradjat,

1992:52).

Perlepas dari hukum dan dalil-dalil ayet atau
hadits yang mendukungnya. .Menurut hemat penulis, r-yang
penting edalsah apa nikmah mengeluarkan zakat profesi itu.

Berikut ini penulis sajikan pandangan pemikiran ulama,



78
1. DizKajengan Ulems Muhammadiyah
7akat penghasilan (baca: profesi) tersebut diatas
termasuk ijtihadi, yeng perlu dikaji dengaen seksama me -
nurut pandangen hukum syari'ah dengen memperhatiikan hik-
meh zakat dan dalil-delil syar'i yang berkaitan dengan
masalah zskast. Menurut hemat kita (KH.Mu'asmal Hamidy)
semua- macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat,
berdasarkan Al-qur'an Surat Al-bagarah, 2:267
v . \ . ~
4 “...,A¢1—~—J1»;L14g¢49~_;){19nmu\1;pn4g;gjlakcL
Artinya :
Hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlsh (dija-

lan Allgh) sebagian dari hasil usahamu yang baik -
baik... (Depag RI, 1992:67).

Kata Arabnys mengendung pengertiasn yang umum,yang

artinys "apa saja", jedi artinys sebagien dari hasil apa
saja yang kamu usahaken yang baik-baik maka jelaslah,
semuas macam pengbasilan/profesi (geji,honorarium ©-:. dan

lain-lain) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan Al-
qur'an Surat Al-bagarah ayat 267 tersebut yang mengan -
dung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut te-
lah melebihi kebutuhsn pokok hidupnye dan keluarganya,

yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat ru-

mah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendarsan dan lain -
lain yeng tidak biss diabaikan, bebas dari beban hutang

baik terhadap Allah seperti nazer hajl yang belum di
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tunaikan meupun terhadap sesama menusia, kemudien sisa
penghasilannya masih mencapai nisabnya (wawancara deng-

an KH.Mu'amal Hamidy, 27 Juli 1995).

2. Di-Kala n-Ylama N,U

Menurut Imam Syafii, zakat profesi tidak  wajib
di zakati, sebab kedua hal tersebut tidek memenuhi sya-
rat haul dan nisab. Gaji kalau ditotal setahun, mungkin
memenuhi nisab, tetapi bukanksh gaji diberikan tiap
bulan ? dengen demikian, gaji setahun yeng memenuhi ni-
sab itu hanya memenuhi syarat hak, tidak memenuhi sya -
rat milik, pada hal benda yang wajib di zakati harus
merupakan hak milik, geji maupun upah jase lainnya, ka-
lau pun dikenakan zakat, adalah zekat mel, jike memang

sudah mencapai nisab dan haul.

zakat adalah merupskan ibadah sosial yang formal
terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Dalam upaya pem
bentukan dana, sesungguhnya zakat tidak sendirian, jika
keperluannya ialeh penyantunennya fakir miskin, sesung-
guhnya figh telah menetapkan kewajiban lein atas harta-
wan Muslim untuk menyantuni mereka. Kewajiban ini jika
dikembangken justru merupaken potensi lebih besar dari
pada zakat, memang secara yuridis formel Bachtsul Masa-
il Nahdlatul Ulame belum memutuskean tentang zakat pro -
fesi, dan hal tersebut dianalogiken dengen nafeqah dan
shadaqgah sebagai alternatif (wewancara dengan KH. Imron

Hamzeh, 25 Juli 1995).
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3, D} Kala Ulama Al-Irsyad Al-Islamiyyash

" Al-Irsyad berpendirian, bahwa zakat profesi itu
kita terima untuk kemudian dibahas secara mendetil. Ki-
ta tidak begitu saja bisa mengatakan ya atau tidak. Se-
bab, memang ada kaidah-kaideh yang perlu diterapkan.
Apakah zakat penghasilan profesi itu ? lalu‘apa batasan
nya ? itu memang kita bicaraskan. Soalnya, katanya, ang-
kat telepon saja, sudeh mendapat puluhan juta. contoh
lain, seorang dokter spesialis, bezuk untuk melihat
pasiennya saja, dua tiga menit, ia sudah mendapat 25
ribu, Untuk itu, kita perlu menentukan kategori-katego-
ri tertentu, apa yang dikatekan penghasilan yang dipe -
roleh dengan cara mudah., Sehingga untuk memberikan kai-
dah yang umum, kita masih menemukan kesukaran. Tapi
kalau itu dilskukan dengan kesadaran, apa yang dikata -

kan akhlaq hukum, itu bagus sekali.

Apa yang dilakukan oleh negara misalnya, pajak
pertambshan hasil 15 %, itu besar sekali, dan tidak ada
batasnya, berapa perolehannya., Kalau sekarang, apa yang
dikataken memperoleh hasil yang mudah, kemudian diwajib
kan membayar sebesar 20 %, itu logikanya bisa dimenger-
ti, Akan tetapi mencarikan cantolan kepada dasar -dasar
hukum, yang ini memerluken pembahasan. Sehingga ..1 Al-
Irsyad sampai saat ini belum memutusken tentang zakat
profesi tersebut, sehingge masih mencari sampai titik

tahap mencari kebenaran dan dapat dipertanggung jewab-
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kan (wawancara dengen Ust.H.Djadid Lehdji, 28 Juli
1995).

4., Di.-Kglangan Ulgma Persis

7akat itu suatu ketentuan yang sudah ditentukan
oleh agama, artinyas mengeluarkan sebagian harta kekaya-
an untuk kebesiken yeng sudah ditentuken dari .. . hasil-
hasil yang sudah ditetapkan juga kadarnys. Misalnya
dari pertanian, perdagangan dan lain-lain., Adapun. zakat
profesi, menurut Persis lebih tepat dinamskan istilah
shedageh, karenes shadaqeh itu ada yang wajib atsu di
analogikan dengen infaq. Dan yeng menentuxan  nantinya
adalsh ulil amri. Persoalannya sekarang, kita tidak di
atur oleh negara yasng diatur delam sistem Islam. Jadi
kewajiben dalam hal ini menentukan, kapan wajibnya sha-
dsqgah’atau infeq dan lain-lainnya itu adalsh ulil amri,
dan itu-memerlukan sustu kemungkinan dengan - “--. tidak
adanye ketidak mungkinan yang tidak dapat dilaksanakan,
sedangkaen reelisasi itu masih belum terlaksana, hanya
sebagien atau sekelompok orang sajé yang dapat melaksa-
nakannya. Karena shadeqah tidak terikat ketentuan nisab
dan haul, sebagaimana zakat. Orang boleh saja bershada-

gah kepan saje dan berapa saja.

Sebagai alternatif, shadasqah atau infaq banyak
memberikan kemungkinan., Lebih-lebih bila diingat negara
kita tidak ada baitul mal (wawancera dengan  Ust. Hud

Abdullah Musa, 15 September 1995).
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5. DizKalangan Uleps ¥.U.I

Bagi mereka yang mempunyai penghasilan yang
cukup besar, seperti mereka yang mempunyai profesi mo -
dern (white collar), atau jabatan-jabatan yang  basah,
atau jabatan-jabatan rangkap yang penting (fungsional
dan struktural) dasn yeng semacam itu, maka ' Masjfuk
7Zuhdi menyaranken agar mereka mengeluarkan zakatnya
secara ta'jil, artinya mengeluarkan sebelum waktunya
dengan cara memberi kuasa kepada bendaharawan :.. :.°. di
instansi yang bersangkuten untuk memotong 2,5% (sebagai
zakatnya) atas take home pay-nya (gaji resmi yang di
bawa pulang), ateu setiap kali seorang menerima rezeki
yang cukup melimpah, misalnya seorang kontraktor, kon -
sﬁltan, dan sebagainya yang telah menyelesaikan proyek
besar, hendaknya sekaligus mengeluarkean 2,5% dengan

niat zekatnye (Zubdi, 1992:217).

Ta'jil zekat (mengeluarkan zakat sebelum waktu -
nys) bagi mereka yang mempunyai penghasilen besar ada -
lah untuk memudahkan perhitungen zakat, untuk meringan-
ken perasaan si muzekki agar tidak ada rasa berat jika
orang mengeluarkan zgkatnya sekaligus pada ekhir tahun
(haulnys), dan juge untuk membersihkan hartanya, serta

untuk menyucikan jiwanya (Zuhdi, 1992:217).

Penghasilan yang diperoleh seseorang dari berba-
gal meeam usahazprofesi (pekerjaan) maka wajib dizakati

berdasarkan dalil gias, bahkan harta bends apa saja
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yang diperoleh tanpa usaha apapun,misalnyas dari warisan
hibsh, wasiat,- hadiah juges wajib di zakatkan, epabila

sudah mencapai nisab dan haulnya. Sudah tentu mengguna-

ken gias sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat
rukunnya, agar dapat menemukan hukum jijtihadi yang
akurat dan proposional. Dalam pemakaian qias adanya

persamaan §llat hukum (alasan yeng menyebabkan adanya
hukum) harus benar-benar ada, baik pada masalah pokok
yeng sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan Al-qur'an
dan Sunneh, maupun pada masalah cabang yeng mau dicari

hukumnya, sebab illat hukum itu merupaken landasan gias.

Mengenai penghasilan dari profesi (pegawal negri
atau swasta) dan yang mempunyai profesi modern, seperti
pengacara, notaris, akuntan, konsultan dan sebagainya
lebih dekat di qiaskan zakatnya dengan zakat perdagang-
an, karena sama-sama menjual. Yang satu menjual barang
(perdagangan) sedangkan yang lain menjual jasa dan ssma
same mengendung risiko (baca: untung dan rugi) (waswan -

cara dengan Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi, 7 Agustus 1995).

C. Bank Mu'amalat

Dalem kehidupan modern seperti sekarang ini,
umat Islem hampir tidak bisa menghindari diri dari ber-
mu'amaleh dengan bank., Sebab tanpa jasa bank, perekono-
mien Indonesia tidak selancar dan semaju seperti seka -

rang ini. Berikut ini penulis paparkan tentang pemikir-
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an para ulame Jawa Timur tentang bermusmalah dengan

bank Islam (baca: bank mu'amalat).,

1. Pi-Kolangan-Ulame Muhgmmadiyah

Dalam masyarakat, bank diperlukan terutama dalam
usaha memperkembangkan dan memajukan kepentingan nasio-
nal dan internasional dalam seluruh bidang hidup. Bank
telah mengikat jurusan hidup menusia dengan menjadi
urat nadi dari perusshaan-perusahsan dan mengikat jalan
hidup seseorang, baik dalam kerjanya sebagai pegawai,
pedagang, petani dan lain sebagainya. Maka bank itu te-
lah merupakan laspangan "mutamalat" yang baru dalem co-
raknya, dalam rupa modalnya dan cara pelaksanaannya

yang harus dijinjau dengan seksama

Yang dimaksud dengan bank mu'amslat (bank Islam)
itu ialah ysng kebanyskan pendirinya dari orang - orang
yang beragama Islam dan seluruhnya atau sebagian besar
sahamnys kepunyesen umat Islam, hingga dengen demikian
kekuasaan dan wewenang baik mengenail administrasi mau-
pun lainnya terletak di tangen kaum muslimin. Sehingga
Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan Bahwa bunga bank
yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasa -
bahnya, demikian pula sebaliknya, adalah termasuk syub-
hat artinya belum jelas halal atau haramnya. Makae sesu-
ai dengan petunjuk hadits, kita harus berhati - hati

menghadapi masalah-masalah yeng masih syubhat itu.
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Karena itu, Jjika kita dalam keadaan terpaksa
atau kita dalam keadaan hajah, artinyes keperluan yang
sangat mendesask (penting), barulsh diperbolehkan ber-
mu'amalah dengan bank dengan sistem bungasnya itu seke -
darnya saja. Dengan demikian, bank mu'amalat yang dalem
prakteknya bersih deri unsur bungs, artinya bagi hasil
dientara si peminjam den yang dipinjami, mske dalam hal
ini Muhammadiyah berpendirian sangat fleksibel sekali
dalam bertahkim (wawancara dengean KH.Mu'amal Hamidy, 27
Juli 1995).

2. Di Kelangan Ulama N,U

Nahdlatul Ulema (N.U) dalam hesl bermu'amalah de-
ngan bank lebih banyak menerima, meskipun pada ewal mu-
lanya terjadi silang pendapat dalam musyawarah Bachtsul
Mesail antars para ulama NU. Karena setengah para ulama
Mesir berpendspat, mereka berdasarken dalil dan bukti,
bukan semats-mata mempergunakan pendapat yang lemsh
atau jalen salah tipu days muslihat, membolehkan mendi-
rikan bank Islam atas dasar darurat yang mendesak ke
arah harus adanys bank tersebut. Nahdlatul Ulama berpi-
jak pada suastu kebutuhan untuk mendirikan bank Islam
bagi umat dan bangsa Islam adalah satu keharusan yang
jelas. Tidaklah ada satu umet manapun yang telah maju
sanggup menjaga kekayasan dan perekonomiennya tanpa mem-
punysi satu bank atau lebih. Apabila umat den .. bangsa

itu tidek mendiriken bank, berarti membiarkan soal



86

hidupnya kepade bangsa asing yang akan menjajah kekaya-
an kita. Maka -dari itu sebagai upaya untuk menyelamat =~
kan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam
yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan

bank, sehingga umat Islam tidak bisa menerapkan sajaran
agamanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, teru -
tama dalem kegiatan bisnis dan perekonomiannya. Maka
bank Islam (bank mu'amalat) lah harapan satu-satunya

bagi tegaknyas perekonomian Islam ini (wawancara dengan

KH.Imron Hamzah dan KH.Abdul Aziz Mashuri, 25 Juli 1995)

3. -Tglamiyyah

Al-Irsyad berpendirian, bahwa dengan adanya bank
mu'amalat ini, kita harus melihat dari sisi perekonomi=~
an yang Islami, artinya menjalankan perekonomian yang
dibenarkasn oleh Islam. Dan yang tidak dibenarkan adalah
prektek riba, artinya tambahan di..luar atau di atas
pokok yang dipinjamkan (bunga). Adapun mengenai keadaan
perseorangan, tideaklah ada ucepan apapun jua dari pihak
kita untuk menentuksn keadaan darurat mengenai diri se-
tiap menusia, sebab masing-masing pribadi menge tahui
keadasn dirinya sendiri, apakah ia terpaksa me lakukan

riba atau tidak.

Jadi tergantung paeda niat kita semulas dalam me -
lakukan kerjessama perekonomien yang Islami, maka Al-

Irsyed bisa menerima selagi hel tersebut terlepas dari
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praktek pembungsan, tetapi kalau bagi hasil seperti apa
yang dilakukan.oleh bank mu'amalat, dalam arti tidek
membebani si peminjam, maka dalam hal ini Al-Irsyed sa-
ngat mendukung sekali, guna menjaga ke stabilan pereko=
nomian umat Islam (waewancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji,

28 Juli 1995).

4. ~Ka, alf Persis

Kemudian Hud Abdullah Musa (ulame dari organisea-
si Persis Bangil) berpendapat, bahwa di dalam urusan
keduniaan tidak ada satu pun perintah atau larangan aga
ma yang tidak dapat dipikirkan gunanya atau faedahnya
oleh menusia. Den tidak satu pun perintah yang mengha -
langi kemesjuen dan kemekmuran perdagangan, pertanian,
pertukangan den lein-lain perusahaan yang halal. Dan
tidek satu pun perkara kebaikan dilarang oleh agama,
sebagaimana tidak ada satu pun perkara kejahatan dibe -

narkan,

Oleh sebab itu bank mu'amalat merupakan salah
satu usaha yang petut dihargei untuk kepgrluan dagang
dan menghutangi orang yang membutuhkannyes selagi bank
mu'amalat tersebut dalem hal :pinjem meminjam tidak ada
unsur merugikan (memberatkan kedue belsh pihak) dan
tidak berbunga, dengan tidak sysk lagi, halal bahkan
dapat dipendeng sebagai upaya untuk menjaga perekonomi-

en umet Islam. Karena bank adalesh sendi kemajuen masya-
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rakat., Jika sekiranya tidak ade bank, tidek skan dida -
pat kemajuan., Bank melancarkan segala perhubungan yang
membawa kemajuan, negeri yang tidak mempunyai benk ter-
nyata negeri yang amat terbelakang (wawancara dengan

Ust.Hud Abdullah Musa, 15 September 1995).

5. Di_Kalapgan Ulama M,U,J

Bank Islam (benk mu'amalst), adalsh sebush lem -
bage keuangen yeng menjalankan operasinya menurut hukum
syari'aet Islam. Sudah tentu bank Islam (bank mu'emalat)
tidak memakei sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh

Islam (Zuhdi, 1992:107).

Sebagei penggenti sistem bunga, bank Islam meng-
gunakan berbegai cara yang bersih dari unsur riba, anta

ra lain iaslah sebagai berikut :

a. Wadish (titipan uvang, barang, dan surat berharga
atau deposito) bise diterapkan oleh bank Islem dalam
operasinya menghimpun dana dari masyarakat, dengan
cara menerima deposito berupa ueng, barang, dan su -
rat-surat berharga sebagai amsnat yang wajib dijaga
keselsmatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggu =
nekan dena yang didepositokan itu tenpes harus membe-
yar imbalannya (rente/riba), tetapi bank harus men -
jamin bisa mengembaliken dana itu pada waktu pemilik

nya (depositor) memerlukannya (Zuhdi, 1992:107).
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b. Mudharabah (kerjasams antara pemilik modal dengan pe
laksana), dengan mudharabah ini, bank Islam dapat
memberikan tambahan model kepada pengussha untuk pe-
rusehaannya dengen perjenjiasn bagi hasil dan rugi
yang perbandingannys sesuai dengen perjanjian, misal
nya fifty-fifty. Dalam mudharsbeh ini, bank .~ .tidak
mencampuri manajemen perusahsan,

c. Qardh Hasan (pinjamen yeng baik), bank Islam dapat
memberikan pinjeman tenpa bunga kepada para nasabeah
yang baik, terutame nasabah yang punya deposito di
bank Islam itu sebagai salah satu service dan peng -
hargaan bank kepada para deposan, karena deposen ti-

dak menerima bunge atas depositonya dari bank Islam.

Demikianlah sebagian kegiatan operasional  bank
Islem (bank mu'amalah), yeng jelas berbeda dengan bank
konvensional yang memakai sistem bunga untuk  sebagian

besar kegiatannya (zuhdi, 1992:108-109).

Menurut penulis, alasan ulama membolehkan berdi-
rinya bank Islam (bank mu'amalat) dapst disimpulkan se-

bagai berikut :

a. Umat Islam telah berada dalem keadaan dsrurat, sebab
dalam kehidupan modern sekarang ini, umet Islam ham-
pir tidek bisa menghindarken diri deri bermuamslah
dengan bank.

b. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek bunga

yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi).



